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Catatan Praktik

DEM        KRASI
&DESENTRALISASI

ela lui  konst i tus i  dan perundang-undangan Mpemerintahan daerah yang berkali-kali mengalami 

perubahan kita bisa mengetahui bagiaman sejarah 

dan perjalanan sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan 

tugas pembantuan dijalankan di Indonesi. Begitu juga dengan 

sistem pemerintahan presidensil maupun parlementer dengan 

menerapkan demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, 

demokrasi liberal dan demokrasi di era reformasi. Secara lebih 

mendalam buku ini juga mengkaji tentang praktik desentrasilisasi 

ditinjau berdasarkan regulasi dan undang-undang Pemerintahan 

Daerah, desentralisasi dikaitkan dengan hubungan pemerintahan 

pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), reformasi birokrasi dan kemandirian daerah di 

Indonesia. Melalui buku ini juga diuraikan tentang bagaimana 

praktik demokrasi lokal di Indonesia, berbagai permasalahan dan 

problem yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah secara 

langsung dan serentak, begitu juga dengan munculnya berbagai 

gejala oligarki model baru dan preferensi pemilih dalam praktik 

demokrasi. Begitu juga dengan praktik demokrasi mestilah 

melahirkan keteladanan dan pengorbanan dari para pemimpin 

dan semua pembangunan demokrasi adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan, membangun masyarakat madani (civil society) dan 

masa depan bangsa dengan tantangan dan momentum strategis 

berupa bonus demografi yang terkandung pula di dalamnya 

persoalan penanganan lansia sebagai wujud Indonesia sebagai 

bangsa yang beradab dan bermartabat.
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Kata Pengantar Penulis 

 

 

eformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia 

telah melahirkan ide dan pemikiran dasar yang menum-

buhkan reformasi total di dalam segala aspek kehidupan 

bernegara dan berbangsa. Fokus utama reformasi total adalah untuk 

terciptanya masyarakat madani (civil society) dalam kehidupan 

berpemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang memiliki 

nilai-nilai good governance yang memunculkan nilai-nilai demok-

rasi dan sikap keterbukaan (openness), kejujuran (honesty), keadi-

lan (justice) yang berorientasi kepada rakyat, serta bertanggung 

jawab (akuntabel) kepada rayat.  

Perjalanan dalam mewujudkan itu semua dilakukan dengan 

berbagai perubahan konstitusi yang berkali-kali antara lain adalah, 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1945), Undang-Undang Dasar  

Republik Indonesia Sementara (UUD RIS) 1949, Undang-Undang 

Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945) Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Hasil Amandemen 1999-2002. 

Dari kelima konstitusi yang dijalankan oleh pemerintah 

Indonesia dilahirkanlah undang-undangan pemerintahan daerah di 

Indonesia antara lain adalah:1) UU No. 1/1945; UU No. 22/1948; 

UU No. 1/1957; Penetapan Presiden No. 6/1959; UU No. 18/1965; 

UU No. 5/1974; 7) UU No. 22/1999; 8) UU No. 32/2004; dan 9) 

UU No. 23/2014. Melalui konstitusi dan perundang-undangan 

pemerintahan daerah itu kita bisa mengetahui bagiaman sejarah dan 

perjalanan sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas 

pembantuan dijalankan di Indonesi. Begitu juga dengan sistem 

pemerintahan presidensil maupun parlementer dengan menerapkan 

demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dan 

demokrasi di era reformasi. 

R 
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Secara lebih mendalam buku ini juga mengkaji tentang 

praktik desentrasilisasi ditinjau berdasarkan regulasi dan undang-

undang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dikaitkan dengan hu-

bungan pemerintahan pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance), reformasi birokrasi dan kemandirian 

daerah di Indonesia. 

Melalui buku ini juga diuraikan tentang bagaimana praktik 

demokrasi lokal di Indonesia, berbagai permasalahan dan problem 

yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dan 

serentak, begitu juga dengan munculnya berbagai gejala oligarki 

model baru dan preferensi pemilih dalam praktik demokrasi. Begitu 

juga dengan praktik demokrasi mestilah melahirkan keteladanan 

dan pengorbanan dari para pemimpin dan semua pembangunan 

demokrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, membangun 

masyarakat madani (civil society) dan masa depan bangsa dengan 

tantangan dan momentum strategis berupa bonus demografi yang 

terkandung pula di dalamnya persoalan penanganan lansia sebagai 

wujud Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat. 

Selamat membaca! Semoga buku ini menjadi referensi bagi 

para akademisi, intelektual dan praktisi yang ingin mengetahui dan 

mendalami konsep dan praktik desentralisasi dan demokrasi di 

Indonesia 
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